BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR '» TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

a. bahwa berdasarkan pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah daerah berwenang
menetapkan  kebijakan  daerah dalam  pembinaan dan
pengembangan perpustakaan di wilayah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa,
khususnya bagi masyarakat peru ditumbuhkan budaya gemar
mermbaca melahu pengembangan dan pendayagunaan
perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis,
karya cetak dan/atau karya rekam;

c. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan
pelayanan, pendidikan dan penelitian serta sebagai wahana
sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan
pelestarian budaya yang memiliki karakteristik daerah;

d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c¢ diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

I. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Hir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ui Timur Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ule Timur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Uiu Timur
Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan
serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63
Tahun 2019 tertang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-
Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i

Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
vang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendin
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya
cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang
baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya
tulis, karya cetak dan/atau karya reckam dalam berbagai media
yang mempunyal nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan
dilayankan.

Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/fatau
karya rekam da'am berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak
diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang
dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau
karya rekam dalam berbagai format dan media yang dimiliki oleh
perpustakaan di daerah.

Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak
atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam
negerli maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima
puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan
nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan termasuk media rekam
dan lainnya.

Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman
Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan
yang chibituhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan
program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta
sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat
vang memiliki koleksi di atas 300 ({tiga ratus) sampai dengan 1.000
{seribu} judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 {dua ribu) sampai
dengan 3.000 {tiga ribu) eksemplar.

Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan
kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat
penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan
belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi
masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai
dengan 1.0090 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua
ribu} sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.

Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah.

Perpustakaan Umum adalah prrpustakaan yang diperuntukkan
bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat
tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan
status sosial ekonomi.

Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan
secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah,
lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah
ibadah dan/atau organisasi lain.
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Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya
diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pthak-pihak
yvang  berkepentingan dengan  satuan  pendidikan  yang
bersangkutan.

Perpustakaan h:liling adalah perpustakaan yang menggunakan
sarana angkutan dalam melayani pengguna.

Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi
dalam format digital dan yang dapat diakses secara online.

Local Content Ogan Komering Ulu Timur adalah semua karya tulis,
karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan
media yang berisi informasi tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, social,
budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah
Kabupaten, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar
negeri.

Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada
institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
Pustakawan adalah seseorang vang memiliki kompetensi vang
diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan
serfa mempunyai tugas dan fanggung jawab untuk melaksanakan
pengelclaan dan pelayanan perpustakaan.

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan,
Kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan
fasilitas layanan perpustakaan.

ahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak
dan/atau karya rekam.

Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga
yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang perpustakaan.

Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi
perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam
bentuk digital dengan tujuan efisiensi.

Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka vang disusun
berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam
format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup
usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan
karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajb serah
simpan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk
kepentingan pendidikan, ilmu pendetahuan, penelitian dan
khasanah budaya Daerah.

Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan
perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi
buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan
perpustakaarn.

Pembina Perpustakaan adalah badan yang melaksanakan fungsi
pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan d daerah dan
kabupaten/kota, dengan mengacu pada Kebijakan pembinaan
nasional dan provinsi.

Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan
sarana serta dana vyang dimiliki dan/atau dikuasai oleh
perpustakaan.



31. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan
memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap
dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.

BAB I
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas :
pembelajaran sepanjang hayat;

b. demokrasi;

c. keadilan;

d. keprofesionalan;

keterbukaan:;

f. keterukuran;

g. manfaat;

h. kemitraan; dan

i. kearifan lokal.

1. akuntahilitas.

Bagian Kedua

Maksud
Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan
kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat di Daerah yang berkualitas,
terintegrasi dan berkesinambungan.
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4
Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk :

a. memberikan Jayanan Perpustakaan kepada Pemustaka secara cepat,
tepat, ramah dan nyaman.

b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan
Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian,
sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana

pelestarian buda a Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya
Daerah; dan

¢. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas
wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan
Masyarakat.

BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi:

a. kelembagaan;

b. hak, kewajiban dan kewenangan,

c. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan
Perpustakaan;

d. jenis-jenis Perpustakaan;
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Tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
pendanaan;

sarana dan prasarana;

Koleksi Perpustakaan;

layanan dan promosi Perpustakaan;
kerjasama dan peran serta Masyarakat;
pembudayaan kegemaran membaca,
pembinaan dan pengavvasan;

. larangan; dan

penghargaan.

BABIV
KELEMBAGAAN
Bagian ~lesatu
Organisasi Perpustakaan
Pasal 6

Organisasi Perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja
yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, Pengolahan
Bahan Perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian Bahan
Perpustakaan serta pelayanan Perpustakaan.

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perpustakaan
yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Organisasi Profesi Pustakawan
Pasal 7

Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi Pustakawan,
sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan
profesi kepada Pustakawan.

Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan dapat
difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pemustaka
Pasal 8

Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk
organisasi Pemustaka

Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan
berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran
membaca.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 9

Masyarakat berhak:

a. mempetroleh layanan serta memanfaatkan dan
mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;

b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan

c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Perpustakaan.

A



Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang sebagai
akibat faktor geografis berhak inemperoleh layanan Perpustakaan
Khusus.

Masyarakat vang mermiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional,
kelainan mental, kelainan intelektual dan/atau kelainan sosial
berhak memperoleh  layanan  Perpustakaan Khusus yang
disesuatkan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan
kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana
Perpustakaan.

Pasal 10

Masyarakat wajb :

a.
b.

(1}

menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang
dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di
lingkungannya;

mendukung up. ya penyediaan fasilitas layvanan Perpustakaan di
lingkungannya,

mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan
fasilitas Perpustakaan:; dan

menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan
Perpustakaan.

Pasai 11

Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau
karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknva dan/atau karya
rekamnya paling sedikit 1 (satu) buku dan/atau copy setiap hasil
karyanya kepada Perpustakaan Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diatur dalam Peraturan
Bupat:.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah
Pasal 12

Pemerintah Daerah waib :

a.

b.

—

menjamin  penvelenggaraan dan pengembangsin Perpustakaan di
Daeraiy;

menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di
Daeral;

menjamin  kelangsungan  penyelenggaraan dan  pengelolaan
Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat,
menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan
Perpustakaan;

memfasilitasi penvelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
menyelenggarakan dan  mengembangkan Perpustakaan Umum
Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan
rujukan tentang kekayvaan budaya Daerah;

menjalin kerjasama dan jaringan Perpustakaan;

menyelenggarakan pendidikan dan latthan teknis Perpustakaan;
mengelola dan melestarikan Naskah Kuno milik Daerah;



j. mengelola dan melestarikan budaya etnis nusantara yang
ditemukan oleh Pemerintah Daerah;

k. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di
Daerah;

1. Perpustakaan Daerah mengembangkan koleksi Local Content Ogan
Komering Ulu Timur sebagai upaya penyerahan, penyimpanan dan
pelestarian informasi dalam bentuk tercetak dan terekam maupun
dalam bentuk digital;

m. menjamin ketersediaan keragaman jenis dan subyek Koleksi
Perpustakaan baik tercetak maupun terekam untuk memenuhi
kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam
upaya peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat; dan

n. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional
Pustakawan serta memberikan tunjangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berwenang :

a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan
Perpustakaan di Daerah;

b. mengatur, mengawas: dan mengevaluasi penyvelenggaraan dan

pengelolaan Perpustakaan di Daerah;

mengalih mediakan Naskah Kuno vang dimiliki Masyarakat untuk

dilestarikan dan didayagunakan;

d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan
di Daerah; dan

e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

BAB VI
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN SERTA PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan
Pasa] 14

o

(1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dan/atau Masyarakat.

{2) Dalam rangka menjamin ketersediaan lavanan Perpustakaan secara
merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum perlu
menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca.

(3) Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh Masyarakat, wajb
didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan
pemerintahan dibidang Perpustakaan.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut
biaya.

Pasal 15
(1) Pembentukan Perpustakaan, paling sedikit memiliki:
a. Koleksi Perpustakaan sesual denganjenis Perpustakaan;
b. Tenaga Perpustakaan;
c. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
d. sumber pendanaan.
(2) Pembentukan Taman Bacaan, paling sedikit memiliki :
a. koleksi Taman Bacaan; dan
b. sarana dan prasarana Taman Bacaan.



)

(1)

a. koleksi Sudut Baca: dan
b. sarana dan prasarana Sudut Baca.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan
Pasal 16

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan
terdin atas :

Perpustakaan Daerah;

Perpustakaan kecamatan;

Perpustakaan kelurahan/desa/RT /RW,;

Perpustakaan Masyarakat; dan

Perpustakaan keluarga/pribadi;

o a0 TR

Pemustaka yang meminjam bahan Pustaka yang dimiliki oleh
Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

Pemustaka yang meminjam bahan Pustaka yang dimiliki oleh
Perpustakaan Daerah wajb menjaga dan/atau mengembalikan
koleksl yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.
Ketentuan mengenal tata tertib Perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Paragraf 2
Perpustakaan Daerah
Pasal 17

Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
a berkedudukan di Pemerintah Daerah, dipimpin oleh  Kepala
Organisasi Perangkat Daerah vyang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan  Wajib yang membidangi Perpustakaan dan
penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berfungsi
sebagai Pembina Perpustakaan, Perpustakaan rujukan,
Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan
pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di
Daerah.
Perpustakaan Daerah sebagai Pembina Perpustakaan, melaksanakan
kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan,
meliputi :

penyelenggaraan Perpustakaan sesual standar;

sumberdaya manusia bidang Perpustakaan ;

sarana dan prasarana sesuai standar nasional;

koleksi Bahan Perpustakaan;

kelembagaan Perpustakaan;

organisasi profesi Perpustakaan;

organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;

layanan Perpustakaan;

kerjasama Perpustakaan;

jaringan Perpustakaan;

sistem informasi Perpustakaan

pembudayaan kegemaran membaca;
. pendidikan literasi informasi;

peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;

pelestarian Bahan Perpustakaan;

preservasi dan restorasi Bahan Perpustakaan;

kajian Perpustakaan; dan

monitoring dan evaluasi Perpustakaan.

RiEm B pE W ETRE SR e BE R
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kegiatan :

a

d.

Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pelestarian,
melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi
Daerah, meliputi:

penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan
kebijakan nasional;

pelaksanaan serah-simpan karva cetak dan karya rekam, terkait
koleksi Daerah: dan

pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.

{O) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara
koleksi dan Pemustaka,

(3)

(5)

(2)

(3)

Paragraf 3
Perpustakaan Kecamatan
Pasa: 18

perpustakaan kecamatan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf b, berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh seorang
kepala  perpustakaan dan penyelenggaraannya — menjadi
tangpgungjawab camat.

perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang
perpusiakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar
Masyarakat di kecamatan.

Perpustakaan kecamatan menyediakan sarana dan prasarana
serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan
kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan pembudayaan
kegemaran membaca Masyarakat.

Perpustakaan kecamatan mengalokasikan anggaran untuk
pengemMbangan Perpustakaan dan insentif pengelola
Perpu stakaan.

Perpustakaan kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan
antara koleks' dan Pemustaka secara bertahap.

Paragraf 4
Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW
Pasal 19

Perpustakaan desa/kelurahan/RT/RW sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf c¢ berkedudukan di desa/kelurahan yang
dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan dan
penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab kepala desa/lurah.

Perpustakaan desa/kelurahan/RT/RW sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan
dan RT/RW dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai
pusat sumber belajar masyarakat di wilayah
Desa/Kelurahan/RT/RW.

Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW menyediakan sarana dan
prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan
kebutUhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan
kegemaran membaca masyarakat.

Pemerintahan Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk
pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan
Desa/ Kehurahan.
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(5) Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW harus memenuhi rasio
kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 5
Perpustakaan Masyarakat
Pasal 20

(1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
huruf d adalah perpustakaan milik masyarakat yang dibangun
dan dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan berada di
sekitarnya dengan memanfaatkan perpustakaan.

(2} Perpustakaan tersebut untuk masyarakat untuk melayani
kepentingan penduduk yang tinggal di sekitarnya misalnya
perpustakaan umum. Pengeltian umum adalah bahwa warga
masyarakat yang berdomisili di wilayah perpustakaan terdiri atas
semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar
belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, adat-istiadat, tingkat
pendidikan, umur, dan lain Sebagainya; dan

(3t Perpustakaan tersebut menjadi tanggung jawab, wewenang, dan
hak masyarakat setempat dalam membangun, mengelola, dan

mengembangkannya.
Paragraf 6
Perpustakaan Pribadi/Keluarga
Pasal 21

Perpustakaan pribadi adalah tempat penyimpanan sumber informasi
baik berupa buku maupun non-buku yang dikelola dengan
menggunakan sistematika tertentu dan dimiliki oleh perorangan serta
digunakan untuk kepentingan pribadi

Paragraf 7
Perpustakaan Keliling
Pasal 22

(1} Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah
untuk melayani Masyarakat di tempat umum dan tempat yang
sulit dijangkau oleh pelayanan Perpustakaan menetap.

(2} Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan
Keliling.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
Pasal 23

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional
Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan
Sumber Daya Perpustakaan, pelayanan, dan pengelolaan
Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas
Perpustakaan.

(2} Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta
dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat
dengan memanfiaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta
kebutuhan Alih Media Koleksi Perpustakaan.

(3] Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

A~
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JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN
Pasal 25

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

a. Perpustakaan Umum;

b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum
Pasal 26

(1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
kecamatan, desa dan kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh
Masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum
Daerah vyang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya
Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar
sepanjang hayat.

(3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah, kecamatan, desa dan kelurahan diarahkan untuk
mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi.

(4) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasic kecukupan antara
koleksi dan Pemustaka.

(5) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan Perpustakaan Digital
sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 27

{1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan Perpustakaan yang
memenuhi standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajb memiliki
koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks
wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah
yvang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

(3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan
peserta didik di lingkungannya untuk membaca di Perpustakaan
paling sedikit 2{dua) jam setiap minggunva.

(4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan
kurikulum pendidikan.

(5) Perpustakaan = Sekolah/Madrasah  melayani peserta  didik
pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan
pendidikan yang bersangkutan.

(6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan
Perpustakaan berbasis teknologl informasi dan komunikasi.

(7) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima
persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau
belanja barang di Inar belanja pegawai dan belanja modal untuk
pengembangan Perpustakaan.

-
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Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus
Pasal 28

Perpustakaan Khusus menyediakan Bahan Perpustakaan sesua dengan
kebutuhan Pemustaka di iingkungannya.

Pasal 29

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c
memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara
terbatas memberikan layanan di iuar lingkungannya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis,
pengelolaan, dan/ atau pengembangan Perpustakaan kepada
Perpustakaan Khusus.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan
Pasal 31

(1) Tenaga Perpustakaan terdirl atas:
a. Pustakawarn;
b. tenaga teknis Perpustakaan; dan
c. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kualifikasi sesual standar nasionatl
Perpustakaan.

(3) Tugas tenaga tekmis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi
Perpustakaan yang bersangkutan

(4) Ketentuan mengenal tugas, tanggung jawab, pengangkatan,
pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian Tenaga
Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai
dengan ketenruan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan,
pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian Tenaga
Perpustakaan yang berstatus non pegawal negeri sipil dilakukan
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara
Perpustakaan bersangkutan.

(6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan formasi Pustakawan, tenaga
teknis Perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 32
Setiap Tenaga Perpustakaan berhak atas :

a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial yang layak;

b. pembinaan karier sesual dengan tuntutan pengembangan kualitas;
dan

¢. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas
Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
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Pasal 33

Setiap Tenaga Perpustakaan wajib :

(1}

()

(4)

(1)

memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
menciptakan suasana Perpustakaan vang kondusif; dan

memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta

kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal 34
Pendidikan, pembinaan dan penge mbangan Tenaga Perpustakaan
merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
Pendidikan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau
non formal
Penyelenggara Perpustakaan wajib meningkatkan kualitas Tenaga
Perpustakaan melalui pendidikar. formal dan/atau non formal
Pendidikan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dilaksanakan melalui kerja sama antara Perpustakaan
Umum Daerah dengan Perpustakaan mnasional, Perpustakaan
Umum provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum kabupaten/kota,
dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan
pelatihan.

BAB IX
SARANA DAN PRASANA
Pasal 35

Setiap penvelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan

prasarana Perpustakaan.

Persyaratan sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai bernkut:

a. memiiiki gedung sendiri atau paling sedikit ruang sendiri yang
terpisah dari ruang kegiatan non
Perpustakaan;

b. memiliki 1 ang sendiri paling sedikit terdinl atas ruangan
Pengolahan Bahan Perpustakaan, ruangan penyimpanan
Koleksi Perpustakaan, ruangan baca, dan ruang lavanan

Perpustakaan;
c. lokasi dan posisi ruang Perpustakaan harus mudah diketahui
dan dijangkau penggunanya serta

memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup
efektif, aman, nyaman, serta menjamin keselamatan dan
kesehatan;

. memiliki ruang khusus untuk menun jang operasional teknolog;,

e. mermiliki denah tata ruang (layout) Perpustakaan di tempat yang
mudah terlihat oleh pengunjung Perpustakaan.

Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pada avat (1}

sebagai berikut :

a. memiliki perlengkapan meja dan kursi kerja, meja dan kursi
baca, rak untuk buku, rak majalah dan surat kabar, lemari
buku serta meja pejasa yang jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan, vang semua perlengkapan di atas harus memenuhi
standar baik konstruksi maupun jumlahnya;

b. fasilitas rak harus mengikuti standar dan dapat menampung
jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki;
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¢. memiliki periengkapan pendukung minimal satu set kursi
tamu, alat pengolah data atau ketik atau komputer;

d. fasilitas baca harus dapat menampung jumlah pengunjung
rata-rata perhari dan memenuhi standar;

e. memiliki alat komunikasi minimal pesawat telephon, dan
faximile;

{. mempunyai jaringan internet

g Perpustakaan harus memiliki sarana prasarana penyimpanan,
pengolahan  dan  pelestarian  koleksy, serta  layanan
Perpustakaan dan informasi baik secara manual maupun yang
berbasis teknologi.

Pasal 36

Sarana dan prasarana Perpustakaan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 wajib menyediakan fasilitas bagi penyvandang cacat.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Perpustakaan Umum
Daerah dengan sarana dan prasarana berstandar internasional.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 38

(1} Pendanaan Perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai
dengan ketentuun peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan
berkelan jutan.

(3} Pendanaan Perpustakaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{4} Pendanaan untuk penyelenggaraan Perpustakaan Umum selain
vang dis€lenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dianggarkan
dari sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X1
KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Pasal 39

(1) Dalam rangka pengembangan layanan Perpustakaan, Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
Perpustakaan wajib menambah Koleksi Perpustakaan.

(2} Penambahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar,
sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
Penambahan Koleksi rpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan
dan pelayanan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan
memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.

{4) Dalam penambahan Koleksl Perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur
sekunder.

(5) Koleksi Perpustakaan Daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam
benituk katalog induk Daerah dan Bibliografi Daecrah yang
didistribusikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.
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Pasal 40

Pengadaan Bahan  Perpustakaan dapat dilaksanakan  secara
konvensional dan/ atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 41

Untuk menjaga keutuhan informasi Koleksi Perpustakaan dilakukan
kegiatan pelestarian, perawatan dan Alih Media Koleksi Perpustakaan.

Pasal 42
Naskah Kuno merupakan Koleksi Perpustakaan yang wajib dilestarikan.
Pasal 43

(1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 wajib mendafiarkan ke Perpustakaan Daerah.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis dengan dilengkapi data Naskah Kuno.

Pasal 44

(1) Koleksi khusus merupakan Koleksi Perpustakaan yang wajb
disimpan dan memerlukan penanganan khusus.

(2) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan
koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (i) disimpan
dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan
memperhatikan faktor keamanan.

(4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

BAB Xl
LAYANAN DAN PROMOS] PERPUSTAR AAN
Bagian Kesatu
Layanan Perpustakaan
Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah wajb
a. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di

Daerah; dan.
b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan
Perpustakaan sebagai pusat sumber

belajar Masyarakat.

{2) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi
bagi kepentingan Pemustaka.

(3) Setiap Perpustakaan mengembangkan Otomasi Perpustakaan
sesuail dengan kemajuan teknolegi informasi dan komunikasi

(4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan
untuk memenuhi kKebutuhan Pemustaka.

(5) Layanan Perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui
kerjasama antar Perpustakaan dan/atau melalui jejaring
telematika. ’

Pasal 46

Sistem  layanan  Perpustakaan  ditetapkan oleh  penyelenggara
Perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi Perpustakaan.

Pasal 47

(1) Jenis layanan Perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan
Pemustaka. /
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Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
pengadaan, per 7olahan dan pelestarian Bahan Perpustakaan.
Layanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan deposit.

Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dapat menggunakan Koleksi Perpustakaan setempat
maupun Koleksi Perpustakaan lain.

Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan
layanan Perpustakaan.

Penggunaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang.
Pemustaka yang menggunakan Koleksi Perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan
koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.
Ketentuan mengenai tata tertib Perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Keputusan Perangkat Daerah
yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang
Perpusteikaan.

Bagian Kedua
Promos: Perpustakaan
Pasal 48

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan promosi
Perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan
citra Perpustakaan, apresiasi Masyarakat dan mengoptimalkan
penggunaan Perpustakaan, serta pembudayaan Lkegemaran
membaca.

Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.
Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat dilaksanakan
pada acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.

BAB XHI
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian kesatu

Kerjasama
Pasal 49

Pemerintah Daerah mengembangkan pnla kerjasama dalam rangka

penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara

Pemerintah Daerah dengan :

pemerintah pusat;

pemerintah provinsi;

pemerintah kabupaten/kota lain;

lernbaga pendidikan;

dunia usaha;

pihak luar negeri;

organisasi kemasyarakatan; dan/atau

. Perorangarn

Bentuk  kempasama  dalam  penyelenggaraan  Perpustakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;

b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi Bahan
Perpustakaan;

¢. peningkatan layanan Perpustakaan;

d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca:

@S e A0 T
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pendidikan dan pelatihan;
f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.

{4) Pelaksanaan  Kerjasama  penyelenggaraan dan  pengelolaan
Perpustakaan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 50

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan,
pengelolaan, pengembangan, dan
pengawasan Perpustakaan.

BAB XIV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 51

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui satuan
pendidikan dan Masyarakat.

(2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses
pembeia jaran.

(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaiui penyediaan sarana
Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan
bermutu.

Pasal 52

Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman
Bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang permbudayaan
kegemaran membaca.

Pasal 53

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan
kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3} dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, dan

terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan
yang mudah diakse:

Pasal 54

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui gerakan
pemasyarakatan minat baca.

(2} Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan seluruh Masyarakat.

(3} Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca

peserta dadik dengan memantaatkan
Perpustakaan.

{4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan
gerakan pemasyarakatan minat baca

melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam.

(5)  Untuk  mewujudkan  pembudayaan  kegemaran membaca
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) Perpustakaan Daerah
bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
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Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaaan
gemar membaca.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 55
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan semua
Perpustakaan ci Daerah yang menjadi
kewenangannya.

{2) Pembinaan sebagaimana dimaksad pada ayat (1), meliputi:
a. penyelenggaraan Perpustakaan;
b. pengembangan Perpustakaan;
c. pengembangan Koleksi Perpustakaan;
d. pengembangan Tenaga Perpustakaan;

€. pengembangan sarana dan prasarana Perpustakaan; dan

f. pembudayaan kegemaran membaca.
Pasai 56

Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Perpustakaan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 57

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib
dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 58

Masyarakat dapat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan
dan/atau pengembangan Perpustakaan baik yang dilaksanakan atas
dorongan pemerintah dan/atau Pemebntah  Daerah maupun atas
prakarsa sendiri.

Pasal 59

(1) Pemerintah  Daerah  wajib melakukan pengawasan  atas
penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sesuai dengan
kewenangannya.

(?) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 60
Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 61

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
Perpustakaan yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan mekanisme penyampaian
aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerifitahan dibidang Perpustakaan.
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LARANGAN
Pasal 62

Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, setiap orang atau badan
hukum dilarang menyimpan, memiliki —menyewakan dan/atau
meminjamkan Bahan Perpustakaan yang isinya :

a. dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat,

sara; dan
b. pornografi
BAB XVII
PENGHARGAAN
Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan,
kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan
Perpustakaan, pembudayaan  kegemaran  membaca  serta
pelestarian Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang
ditemukan di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2] Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk:

a. piagam,; dan/atau
b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIE
Pasal 64

(1) Setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum yang tidak
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3), setiap penerbit
vang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1] dan
setiap Pemustaka yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal
16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

(2} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ru

tegurzan tertulis;

denda;

pencabutan kartu anggota,

perniutupan sementara kegiatan; atau

pencabutsin tanda daftar Perpustakaan;

P A oD

BABRXIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 65

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak picana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di lingkup
peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap danjelas;



yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di lingkup
Peraturan Dacrah ini;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di lingkup
peraturan dz :rah ing;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
" tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan, dan dokumen [ain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di lingkup
peraturan daerah ini:

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangar atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda. dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana di
lingkup peraturan daerah inj

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi:

j-  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1] memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidwna.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 66

(1} Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 huruf a diancam
pidana kurungan paling lama 6 (enamj bulan atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).

{2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
pelanggaran.
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BAEB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati in1 dengan  penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal '7 februd™ 2020
BUPATI OGAN KORERING ULU TIMUR,

.
/,ﬁ-'
;L/{M. KHALID!

Diundangkan di Martapura ':\,.
pada tanggal & februarT 5029 / II".
¥
¢

SEKRETARIS DAERAH
’KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, jﬂ

F

A

MADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
2020 NOMOR 1%



